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TENTAI{G

PEDOMA.IT PENTUST'NAN RENCANA KER^IA DAI5 ANGGARAN
SATUAIT KER.'A PERANGKAT DAERAH TAIII,IT ANGC}ARAIT 2019

DENGAI{ RAHIT{AT TUHAN YAITG MAIIA ESA

WALIKOTA BATU,

Menimbang bahwa dalam rangka memperlancar pelaksanaan
penyusunurn Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Ke4'a

Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Batu
Tahun Anggaran 2019, perlu menetapkan Peraturan
Walikota tentang Pedoman Penyusunan Rencana Keqja dan
Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran
2019;

Mengingat Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2001 tentang
Pembentukan Kota Batu (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2OOl Nomor 91, Tambahan
lembaran Negara Republik Indonesia 4118);
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (l,embaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tarrrbaf,:ran

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
Undang-Undang Nomor I Tahun 2OO4 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 5, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2OO4 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
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Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 66, Tambahan
kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 20ll tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234);

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang
Pemerintahan Daerah (kmbaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2Ol4 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (kmbaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5679);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (kmbaran Negara
Republik Indonesia Nomor 2005 Nomor l4O,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4578);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang
Pelaporan Keuangan dan Kineq'a Instansi Pemerintah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O06
Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4614);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang
Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar
Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 2005 Nomor i50, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang
Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2O1O Nomor 123,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5165);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2Ol7 Nomor 73, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21
Tahun 2O11 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan
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Menetapkan:

MEMUTUSXAN:

PERATT'RAN ITALIKOTA TEITTAIYG PEDOMAN
PEIIYUST'NAX RTI{CAITA KER.'A DAN AITGGARAIT
SATUAN KER^'A PERANGXAT DAERAH DI LII{GKUITGAIT
PEMERINTAII KOTA BATU TAHTIN AIT(X}ARAIT 2019.

Pasal I

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:
1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Batu.
2. Walikota adalah Walikota Batu.
3. Pedoman Penyusunan Rencana Keda dan Anggaran

Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya
disebut Pedoman penyusunan RKA SKPD adalah
Pedoman yang digunakan dalam Penyusunan
Rencana Keq'a dan Anggaran Tahun Anggaran 2019
di Lingkungan Pemerintah Kota Batu.

4. Satuan Keq'a Perangkat Daerah yang selanjutnya
disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada
pemerintah daerah selaku pengguna
anggaran/pengguna barang.

5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang
selanjutnya disingkat APBD adalah rencana
keuangan tahunan Pemerintahan Daerah yang
disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

6. Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat
Daerah yang selanjutnya disingkat RKA-SKPD adalah
dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi
rencana pendapatan dan rencana belanja program
dan kegiatan SKPD sebagai dasar penyusunan APBD.

Pasal 2
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Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

15. Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 8 Tahun 2O 1 I
tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;

(1) Maksud penyusunan Peraturan Watikota ini adalah
sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja
dan Anggaran di Satuan Kerja Perangkat Daerah di
Lingkungan Pemerintah Kota Batu Tahun Anggaran
2019.

(2) T\rjuan penyusunan Pedoman Penyusunan RKA
SKPD adalah agar penyusunan Rencana Kerja dan



Anggaran di Satuan Keq'a Perangkat Daerah di
Lingkungan Pemerintah Kota Batu ?ahun Anggaran
2019 dapat disusun secara tertib dan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan,
transparan, efektif, dan efisien.

Pasal 3

(1) Ruang lingkup Pedoman penyusunan RKA SKPD
Tahun Anggaran 2019 meliputi:
a. Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2019;
b. Prinsip Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2019;
c. Kesesuaian dengan KUA/ppAS;
d. Kerangka Acuan Ke{a (KAK);
e. Kesesuaian dengan RKPD dan Renja SKpD;
f. Kesesuaian dengan ketentuan peraturan

Perundangan-undangan ;

g. Kebijakan Pendapatan Daerah;
h. Kebijakan Belanja Daerah; dan
i. Hal-hal khusus lainnya.

(21 Ketentuan mengenai rincian ruang lingkup
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum
dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 4

Peraturan Walikota
diundangkan.

ini mulai berlaku pada tanggal

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Walikota ini dengan
penempatannya dalam Berita Daerah Kota Batu.

DEWANTI RUMPOKODiundanskan di Batu
pada tanlgal I Oktober 20t8
SEKRETARIS DAERAH KOTA BATU,

ZADI},I EFFISIENSI

BERITA DAERAH KoTA BATU TAHUN 2018 NoMoR 66 /e
Halaman 4 dari 15 hlm--

Ditetapkan di Batu
pada tanggal B Oktober 2018

WALIKOTA BATU



Lampiran Peraturan Walikota Batu
Nomor :

Tang,Eal:
Ab Tahun 2018

B -OtsToB€R. 2018

RIITCIAIY RUAITG LII|GKUP PEDOMA"IT PEIYY-USUITAN REITCANA XER^'A
DAIT AN(X}ARAIT SATUAIT XTR.'A PERANGXAT DAERAII

TATITIN AI{GGARAN 2019

II PRII{SP PEITYUSUITAIT APBD TAIIT'N ATTGGARAN 2OI9
DIDASARKAIT PADA:
1. sesuai dengan kebutuhan penyelenggarazrn urusan pemerintahan

yang menjadi kewenangan daerah;
2. ternb, taat pada ketentuan peraturan perundang-un dangan,

efisien, ekonomis, efektif, bertanggung jawab dengan
memperhatikan rasa keadilan, kepatutan dan manfaat untuk
masyarakat;

3. tepat waktu, sesuai dengan tahapan dan jadwal yang telah
ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;

4. transparan, untuk memudahkan masyarakat mengetahui dan
mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang APBD;

5. partisipatif, dengan melibatkan masyarakat; dan
6. tidak bertentangan dengan kepentingan umum, peraturan

perundang-undangan yang lebih tinggi dan peraturan daerah
lainnya.

ilL KESESTUAIAIY DENGAN KUA/PPAS
1. Program/ Kegiatan dan Pagu Anggaran dalam RKA APBD

SKPD/Bagian/SKPKD sesuai dengan yang tercantum dalam
KUA/PPAS APBD Tahun Anggaran 2019 yang telah disepakati
antara Pemerintah Kota Batu dan DPRD dan tidak dibenarkan
penggunaan untuk program/kegiatan di luar KUA-PPAS
dimaksud.

2. Pagu anggaran dan sasaran Program/kegiatan berdasarkan yang
telah disepakati antara SKPD dengan Tim Anggaran.

3. Program/ Kegiatan agar dilaksanakan dengan perencanazrn yang
matang, dan didasarkan pada ketentuan peraturan
Perundangan-undangan, sehingga efektif dan akuntabel.

Halaman 5 dari 1S hlm--.

I. PRIORITAS PEMBANGT'NAIT I|ASIOITAL TAHUIY 2O19 MELIPUTI:
1. pembangunan manusia melalui pengurzmg€rn kemiskinan dan

peningkatan pelayanan dasar;
2. pengurangan kesenjangan antar wilayah melalui penguatan

konektivitas dan kemaritiman ;

3. peningkatan nilai ta.mbah ekonomi melalui pertanian, industri,
dan jasa produktif;

4. pemantapan ketahanan energi, pangan, dan sumber daya air
melalui pelestarian lingkungan; dal

5. stabilitas keamanan nasional dan kesuksesan pemilu.



4. Penyusunan RKA SKPD/Bagian agar memperhatikan Realisasi
Anggaran (berdasarkan SP2D) yang telah dila_kukan oleh
SKPD/Bagian.

IV I{ERAJIGI(A ACUAII XtR^rA (KAIII
Kerangka Acuan Keda (l(AK) masing-masing kegiatan disusun
sebelum Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA) disahkan, dengan
berpedoman pada petunjuk teknis sesuai peraturan perundangan-
undangan dan menjadi dasar kerja pelaksanaan kegiatan.

v

VI KESTESUAIAN DEI{GAN PERATURAN PERT'TTDANGAX-UNDAITGAI{
Program dan Kegiatan dalam RKA APBD SKPD/Bagian/SKPKD yang
meliputi pendapatan, belanja, dan pembiayaan berpedoman pada
peraturan perundang-undangan, terkait dengan penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah serta Petunjuk Pelaksanaan dan Petunjuk
Teknis dari Kementerian yang membidangi pada kegiatan masing-
masing SKPD sesuai tugas fungsi SKPD bersangkutan.

vu XT,BIJAI(AIY PEITDAPATAN DATRAH
Pendapatan Daerah yang dianggarkan dalam RKA APBD
SKPD/Bagian/SKPKD merupakan perkiraan yang terukur secara
rasional dan akuntabel, serta memiliki kepastian dan dasar hukum
penerimaaanya, antara lain Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009
tentang P4jak dan Retribusi Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor
55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara
Pemungutan Pajak Daerah, Peraturan Presiden tentang Rincian
APBN, dan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi
Daerah.

VIU. XEBIJAIIAN BTLANJA DAERAII
1. BEL/Iil.'A TIDAI( LAIYGSUNG

1.1 BelanJa Pegawal
a) memperhitungkan kenaikan Gaji PNS soh (lima

perseratus), kenaikan gaji berkala, kenaikan pangkat,
tunjangan keluarga, mutasi pegawai dan acress yang
besarnya maksimum 2,5o/o ldua koma lima perseratus)
dari jumlah belanja pegawai atas gaji pokok dan
tunjangan;

b) pemberian Tambahan Penghasilan didasarkan pada
azas kepatutan, kewajaran, dan kelayakannya, serta
memperhatikan kemampuan keuangan daerah;

c) penganggaran Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP)

Tahun Anggaran 2019 (caji 13 dan THR/Gaji ke 14)

agar dialokasikan berdasarkan perhitungan dan kriteria

Halalaran 6 dari 15 hlm..

KESESUAIAN DEI{GAIT RXPD DAN RTITJA SXPD
Program/ Kegiatan dan Sasaran Kinerja datam RKA APBD
SKPD/Bagian/SKPKD disusun berdasarkan kesesuaian dengan
Rencana Keq'a Pemerintah Daerah (RKPD) dan Rencana Ke{a
(Renja) SKPD.



tahun anggaran sebelumnya (TA 2018) dan
direalisasikan berdasarkan kebijakan Pemerintah
Daerah.

d) penganggaran Tambahan Penghasilan atas penerimaan
Pajak dan Retribusi Daerah didasarkan pada
perhitungan target penerimaan dan pelaksanaan
pembayaran dilakukan berdasarkan pada perhitungan
realisasi penerimaan Pajak Daerah atau Retribusi
Daerah serta tidak melampaui pagu anggaran yang
ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang-
undangan.

e) penganggaran Tunjangan Beban Kerja Sekretaris
Pribadi, Sopir, Ajudan untuk KDh/WKDh, Pimpinan
DPRD, Sekretaris Daerah, Staf Ahli Walikota dan Asisten
Sekretaris Daerah, dianggarkan pada Sekretariat Daerah
dan Sekretariat DPRD.

f) Sekretariat DPRD agar menganggarkan Hak Keuangan
dan Administratif Pimpinan serta Anggota DPRD, sesuai
ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2Ol7
tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan
Anggota Dewan Perwakilan Ralryat Daerah.

1.2 BelanJa Hibah, BelanJa Bantuan Soslal, dan Bantuan
Keuangan
a) pemberian Belanja Hibah, Belanja Bantuan Sosial dan

Belanja Bantuan Keuangan memperhatikan
rasionalisasi jumlah yang diberikan, bersifat selektif
dan tidak terus menerus, serta memiliki tujuan dan
manfaat positif bagi Pemerintah Daerah, khususnya
dalam penyelenggaraan fungsi pemerintahan,
pelayanan, kemasyarakatan, dan hal yang bersifat
produktif serta tidak dipergunakan untuk kegiatan yang
bersifat seremonial, seminar, rapat dan konsumtif;

b) pemberian Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial
dianggarkan setelah memprioritaskan pemenuhan
belanja urusan wajib Daerah dan urusan pilihan, serta
mempe rhatikan potensi Keuangan Daerah;

c) pemberian Bantuan Keuangan diberikan berdasarkan
ketentuan Peraturan Perundang-undangan dan
kebijakan khusus tertentu ;

d) pemberian Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial
berupa uang dan Bantuan Keuangan hanya
dianggarkan pada RI(A-SKPKD (Satuan Keq'a Pengelola
Keuangan Daerah);

e) SKPD/Bagian leading selctor pemberian Hibah dan/atau
Bantuan Sosial berupa uang serta Bantuan Keuangan,
wajib melakukan evaluasi atas usulan/proposal yang
diterima untuk diberikan rekomendasi dan selanjutnya
menyampaikan rekomendasi tersebut kepada Tim
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Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dengan
menyebutkan Nama Calon Penerima, Alamat Calon
Penerima, serta nilai uang hibah/bantuan diserahkan
dan dianggarkan pada SKPKD;

I) Belanja Hibah, Belanja Bantuan Sosial, dan Bantuan
Keuangan berupa uang, tidak dapat digunakan untuk
menunjang administrasi pelaksanaan pemberian
bantuan dimaksud;

g) Kelengkapan administrasi untuk pencairan Belanja
Hibah, disiapkan oleh SKPD/BagTan leading sektor
terkait;

h) SKPD/ Bagian pemberi Hibah dan/atau Bantuan Sosial
berupa barang, wajib melakukan evaluasi atas proposal
yang diterima dan menganggarkan pada Belanja Barang
yang akan diserahkan kepada Masyarakat/ Pihak Ketiga,
dengan menyebutkan Nama Calon Penerima, Alamat
Caion Penerima, Jenis/Volume Barang, serta Nilai dari
barang yang akan diserahkan;

i) Proposal sebagaimana dimaksud pada huruf (h) harus
men ggambarkan / berisi :

1. latar belakang;
2. permasalahan/Perlimbangan-pertimbangan yang

mendasari permohonan bantuan tersebut;
3. rencana program/kegiatan yang diusulkan, lokasi

kegiatan, SDM pengelola kegiatan;
4. potensi yang dimiliki oleh pemohon;
5. kendala/kelemahan sehingga membutuhkan

tambahan bantuan Pemerintah.
j) Belanja barang yang akan diserahkan kepada

masyarakat baik yang berupa hibah/bantuan sosial
harus memenuhi ketentuan:
1. masa manfaat lebih dari 12 bulan;
2. nilar per-satuan barang memenuhi dalam batas

minimal Kapitalisasi Aset sesuai dengan Kebijakan
Akuntansi Pemerintah Kota Batu; dan

3. dimanfaatkan secara langsung oleh masyarakat/
kelompok masyarakat.

k) Pelaksanaan Belanja Hibah, Belanja Bantuan Sosial,
dan Bantuan Keuangan berpedoman pada Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang
Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang
bersumber dari APBD sebagaimana telah diubah
beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam
Negeri No 13 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga atas
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011
tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial
yang bersumber dari APBD, serta Peraturan Walikota
Batu Nomor 40 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua
atas Peraturan Walikota Batu 9 Tahun 20 13 tentang
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Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan
Penatausahaan, Pertanggung-jawaban dan Pelaporan,
serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan
Sosial.

l) Untuk pembangunan fisik di desa tidak diperbolehkan
dianggarkan di SKPD Teknis, guna optimalisasi ADD
dan Dana Desa, Bantuan Keuangan Desa, dan Bagi
Hasil Desa.

2. BEUINJA L/IITGSUI{G
2.I LOIIASI I{EGIATAIY

Pada saat penyusunan RKA per kegiatan, harus
mencantumkan lokasi yang digunakan sebagai tempat
berlangsung atau dilaksanakannya aktivitas kegiatan.
Lokasi Kegiatan harus sama dengan yang tercantum pada
Rekapitulasi Belanja l,angsung (Form 2.2 RKA]

2.2 PERENCANAAN I(EGIATAN
Perencanaan kegiatan harus mempertimbangkan
manfaat pengadaan barang dan jasa.

asas

2.3 PELAKSAI{AAIT XTGIATAN
Pelaksanaan kegiatan harus sesuai dengan perenc€rnaan
kecuali jika kondisi di luar kemampuan/kendali.

2.4 PEI{GADAAIY BARAITG DAIT JASA
Pengadaan barang dan jasa harus bersifat manfaat dan
dibutuhkan oleh Pemerintah Kota Batu.

2.5 SI'MBER DAITA XEGIATAN
Pada saat penyusunan RKA per kegiatan, harus
mencantumkan sumber dana yang digunakan pada suatu
kegiatan.
Apabila penganggaran dalam suatu kegiatan berasal dari 2
(dua) sumber dana, misalnya DAU dan DAK/DBHCHT,
maka keduanya harus dicantumkan beserta jumlahnya.
Hal ini untuk memudahkan rekapitulasi dan sumber dana
yang tercantum pada Rekapitulasi Belanja Langsung (Form
2.2 RKA).

2.6 IITDIXATOR, TOLAK TIKUR XINERJA DAN TARGEtr
KINER.'A
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja pada setiap kegiatan
harus dilengkapi, sebagai informasi ringkas dari rencana
capaian pelaksanaan kegiatan.
Indikator yang harus diisi merupakan indikator jangka
pendek, meliputi:
lrpzt (masukanl, Output (keluaran), dan Outcome (hasil).
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2.6.1 Masukan {Inputf
Merupakan sumber daya yang digunakan untuk
melaksanakan program dan/atau kegiatan.
Mencakup tenaga, dana, waktu, material, peralatan
dan perlengkapan yang telah tersedia, atau bisa juga
mencakup kesenjangan/masalah yang ingrn
diselesaikan, dan ide/harapan yang ingin di
wujudkan.

2.6.2 Keluaran (Outputf
Merupakan produk
dihasilkan/diperoleh
dilaksanakan.

dan/atau jasa)

kegiatan
(barang

dari
yang
yang

2.6.3 Hasll (Outcomel
Merupakan hasil dari kegiatan yang dilaksanakan.

2.TSASARAN KEGIATAN
Berisikan informasi tentang obyek/sasaran/kelompok
sasaran yang menerima manfaat secara langsung dari
aktivitas yang dilaksanakan dalam suatu kegiatan.
Misalnya kegiatan pengembangan SDM PNS maka
objek/ sasaran/ kelompok sasarannya adalah PNS.

2.8RII{CIAN BELANJA
2.8.1 Pada saat penentuan belanja, harus diperhatikan

kesesuaian belanja tersebut dengan:
- Kerangka Acuan Kery'a (KAK);
- Keluaran yang diperoleh;
- Sasaran yang menjadi objek kegiatan; dan
- Peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2.8.2 Satuan volume diuraikan ke unit terkecil, hindari
menggunakan satuan paket apabila kegiatan tersebut
dapat diuraikan satuan terkecil, kecuali kegiatan
tersebut di pihak ketigakan.

2.8.3 Pada belanja yang menggu nakan 2 (dua) sumber
dana, agar dirinci sesuai sumber dananya.

2.gBELANT'A PEGAWAI
2.9.1 Honorarium Tim/ Panitia Pelaksana Kegiatan, hanya

dialokasikan pada kegiatan yang bersifat koordinatif
antar SKPD dan dengan Instansi lain serta Tim
Gabungan Khusus yang dibentuk dengan Keputusan
Walikota.
misalnya:
- Honorarium untuk Tim TP2KP2D
- Honorarium Forkompimda
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- Honorarium Tim Penyusunan Raperda
- Honorarium Tim P3K
- Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah

2.9.2 Honoraium Pengelola Keuangan di masing-masing
SKPD tetap dianggarkan sesuai kebutuhan dengan
memperhatikan kecukupan anggaran yang ada;

2.9.3 Honorarium SIMAKOBA dianggarkan pada masing,
masing SKPD, dan besarannya berdasarkan Belanja
Modal yang dikelola;

2.9.4 Pembantu pengurus barang SKPD dibentuk
berdasarkan kebutuhan dari masing-masing SKPD
dan ditetapkan dengan menggunakan Keputusan
Pengguna Barang/kepala SKPD/Bagian, serta dapat
diberikan honorarium berdasarkan asset yang
dikelola;

2.9.5 Anggaran Honorarium Non PNS, Tenaga Honorer
Daerah (dengan SK Sekretaris Daerah) dianggarkan
selama 12 bulan, dibebankan pada masing-masing
SKPD/Bagian dalam Kegiatan Jasa Administrasi
Keuangan, termasuk belanja untuk Jaminan
Kesehatan, Jaminan Keselamatan Keg'a dan Jaminan
Kematian.

2.9.6 Belanja Lembur PNS dan Non PNS dianggarkan pada
kegiatan penyediaan jasa administrasi keuangan
dimasing masing-masing SKPD. Pelaksanaan belanja
lembur diorientasikan pada pekerjaan yang bersifat
mendesak dan didasarkan pada perintah pimpinan/
atasan langsung dengan didukung Surat Perintah
T1rgas dan Laporan hasil Kegiatan kmbur.

2.IOBELAIYJA BARANG DAN i'ASA
2.1O.1 Tenaga ahli/Narasumber dibentuk berdasarkan

Keputusan Walikota;
2.LO.2 Pemberian honorarium narasumber/tenaga ahli

dari luar Pemerintah Kota Batu untuk PNS dan Non
PNS, harus memiliki peran aktif dan kontribusi
nyata terhadap efektilitas penyelenggaraan kegiatan
Pemerintah Daerah;

2.10.3 Pemberian honorarium narasumber/tenaga ahli
dari PNS Kota Batu dapat dianggarkan dengan
memperhatikan urgensi dan efektifitas kegiatan
terkait;

2.\O.4 Pemberian honorarium narasumber/tenaga ahli di
lingkup Pemerintah Kota Batu untuk PNS dan Non
PNS dianggarkan pada belanja barang dan jasa
dengan memperhatikan Peraturan lainnya yang
berlaku;
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2.10.5 Honorarium tim/panitia penunjang tugas dan
fungsi SKPD/Bagian yang bersifat koordinasi
dengan SKPD/Instansi lainnya dapat diberikan
dengan memperhatikan tingkat kewajaran,
kepatutan, dan kemampuan Keuangan Daerah;

2.1o.5 Penganggaran Belanja Alat Tulis Kantor dan Belanja
Makanan dan Minuman Tamu, Belanja
Pemeliharaan Kendaraan Dinas, Belaja Bahan
Bakar Minyak, dianggarkan pada masing-masing
SKPD/Bagian sesuai kebutuhan, dengan
memperhatikan tingkat kewajaran dan kepatutan;

2.tO.7 Penganggaran untuk mengikuti pendidikan dan
pelatihan, bimbingan teknis atau sejenisnya yang
penyelenggara€rnnya di luar daerah agar
memperLimbangkan aspek urgensi dan kompetensi,
aspek manfaat bagi organisasi/SKPD, serta melalui
l,embaga/Badan Diklat Resmi;

2.10.8 Penganggaran Pe4'alanan Dinas

mempertimbangkan urgensi, kebutuhan organisasi,

kewajaran, kepatutan, elisiensi, dan efektifitas,

serta aspek manfaat bagi organisasi.

Penganggaran Belanja Peq'alanan Dinas untuk
Walikota dan Wakil Walikota dianggarkan dan

diproses pengelola administrasi
pertanggungiawaban di Bagian Protokol dan Rumah

Tangga.

Penganggaran Belanja Perjalanan Dinas untuk
Sekretaris Daerah, Asisten, Staf Ahli dianggarkan

dan diproses pengelola administrasi
pertanggungiawaban oleh Bagian Umum.

Pertanggungjawaban dapat dilakukan pada SKPD

lain jika PNS yang bersangkutan sebagai Tim atas

suatu kegiatan yang bersifat koordinasi.

2.1o.9 Penganggaran untuk pengadaan barang (termasuk
berupa aset tetap) yang diserahkan atau dijual
kepada pihak ketiga/masyarakat pada tahun
anggaran berkenaan, dianggarkan pada jenis
belanja barang dan jasa.
Pengadaan belanja barang/jasa yang diserahkan
kepada pihak ketiga/masyarakat pada tahun
anggar€rn berkenaan tersebut dianggarkan sebesar
harga beli/bangun atas barang/jasa yang
diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat
ditambah pajak dan seluruh belanja yang terkait
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dengan pengadaan/pembangunan barang/jasa
(sesuai Perpres Nomor 16 Tahun 2018 tentang
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah) sampai pada
kondisi siap diserahkan dan tidak bermasalah.

2.lO.lO Penganggaran uang untuk diberikan kepada pihak
ketiga/ masyarakat hanya diperkenankan dalam
rangka pemberian hadiah berupa uang atau
tabungan pada kegiatan yang bersifat perlombaal
atau atas suatu prestasi dan dianggarkan pada
jenis Belanja Barang dan Jasa.

2.l0.ll Penyusunan program kegiatan yang bersumber
dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau
(DBHCHT) berpedoman pada Peraturan Menteri
Keuangan Nomor:222/PMK.O7/2017 tentang
Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Bagi
Hasil Cukai Hasil Tembakau.

2.LO.l2Kegiatan Sosialisasi/Workshop/Bimtek yang
diselenggarakan bagi masyarakat, dapat
diberikan uang saku atau bantuan transportasi
dan tidak diperkenankan memberikan keduanya
secara bersamaan;

Bagr masyarakat yang melaksanakan tugas
perbantuan pada SKPD, dapat diberikan bantuan
transport atau uang saku.

2.11BELAI{.'A MODAL

2.ll.l Penganggaran belanja modal sebesar harga
perolehan yaitu harga beli/bangun aset tetap,
ditambah seluruh belanja yang terkait dengan
pengadaan/pembangunan aset tetap termasuk
pqjak sampai dalam kondisi siap digunakan (sesuai

Perpres No 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan

Barang/Jasa Pemerintah).
2.1t.2 Belanja modal digunakan untuk pengeluaran yang

dilakukan dalam rangka pembelian/pengadaan
atau pembangunan aset tetap yang digunakan
dalam kegiatan pemerintahan seperti dalam bentuk
tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan,
jalan, irigasi, jaringan dan aset tetap lainnya, yang
memiliki kriteria sebagai berikut:
- masa manfaatnya lebih dari 12 (dua belas)

bulan;
- digunakan oleh Pemerintahan/ masyarakat; dan
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- jumlah nilai rupiah materialnya memenuhi batas
minimal Kapitalisasi Aset sesuai dengan
Kebdakan Akuntansi pemerintah Kota Batu.

2.11.3 Tidak diperkenankan menganggarkan Kendaraan
Operasional Roda 4 (empat) Dan 2 (dua). Kecuali
Kendaraan untuk Kepala Daerah / Wakil Kepala
Daerah, Kendaraan Operasional Kesehatan,
Kendaraan Operasional Tenaga Ahli, Kendaraan
Operasional BUMD dan Kendaraan Jabatan untuk
Pejabat Eselon II yang telah rusak/tidak memadai
lagi/belum mempunyai kendaraan.

Halaman 14 dari 15 hlm..

VUI. TIAL-HAL IIIIUSUS LATNITTA
1. RKA disampaikan sebagaimana rincian di bawah ini:

- Tim Anggaran Pemerintah Kota Batu sebanyak 5 (lima)
rangkap,

- Badan Anggaran DPRD Kota Batu cq. Bagian Risalah

Sekretariat DPRD Kota Batu sebanyak 15 (lima belas)

rangkap,

- Inspektorat sebanyak 1 (satu) rangkap; dan
- Badan Keuangan Daerah sebanyak I (satu) rangkap.

2. Kode rekening Program Kegiatan atau akun penganggaran
dalam rangka penyusunan APBD TA. 2019 dapat diakses pada
situs 172.16.76.1lsllono2el dengan terlebih dahulu pC
terkoneksi YPN (Virtual Priuate Nehao*);

3. SKPD yang membutuhkan rekening/akun Belanja Baru untuk
penganggaran Tahun Anggaran 2019, dapat mengajukan surat
permohonan kepada Kepala Badan Keuangan Daerah dengan
tembusan kepada Kepala Badan perencanaan pembangunan
Penelitian dan Pengembangan Daerah;

4. Terhadap pagu indikatif PPAS SKpD yang berubah, berlaku
ketentuan:
a. Bagi SKPD/Bagian yang belum selesai melakukan INPUT RKA

e-budgeting sampai dengan ditetapkannya pagu indikatif,
segera menyelesaikan proses input tersebut.

b. Jika terl'adi kendala SSH dan SBU dalam komponen belanja,
SKPD/Bagian dapat mengajukan SSH dan SBU untuk
komponen belanja yang belum tercantum di sistem e-
budgeting, dengan nilai yang wajar dan dapat
dipertanggungiawabkan dan diusulkan oleh Kepala SKpD
masing-masing.

c. Tidak Diperbolehkan menambah/merubah program / kegiatan
diluar yang telah diusulkan/diinput di sistem e-bud.geting,
jika ada Rekontruksi antar kegiatan setelah mendapat



mendapat ketetapan pagu, wajib diajukan klarifikasi dan
koordinasi secara tertulis disahkan oleh Kepala SKPD,
berdasarkan print-out l,aporan RKA 2.2 Belanja l,angsung
dari sistem e-budgeting yang telah diinput, disertai alasan
atau pertimb€rngan yang objektif untuk kemudian disetujui
oleh TAPD Kota Batu.

5. Terhadap Pagu Iindikatif PPAS SKPD yang tidak berubah, TIDAK
DIPERBOLEHKAN menambah/merubah program/kegiatan
diluar yang sudah diusulkan/diinput di sistem e-budgeting, jika
ada REKONTRUKSI antar kegiatan setelah mendapat ketetapan
pagu, wajib diajukan klarilikasi dan koordinasi secara tertulis
oleh Kepala SKPD, berdasarkan print-out laporan RKA 2.2
Belanja I-angsung dari sistem e-budgeting yang telah diinput,
disertai alasan-pertimbangan yang objektif untuk kemudian
disetujui oleh TAPD Kota Batu.

6. Da1am Rangka Pembahasan R-APBD 2019, seluruh SKPD Wajib
menyiapkan:
a. Ringkasan / Prolil Usulan Program dan Kegiatan Tahun 2019

berdasarkan Data Input Sistem e-budgeting, sebagaimana
format terlampir; dan

b. Print-Out laporan RKA 2.2 dan sistem e-budgeting.
7. RKA yang tidak dilengkapi isian sebagaimana ketentuan di atas,

tidak dapat dimintakan pengesahan kepada Pejabat Pengelola
Keuangan Daerah (PPKD).

W\LIKOTA BATU,

D RUMPOKO
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